PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1

NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA

BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

)

bahwa dalam rangka penyelenggaman pembangunaan berkelanjutan
yang berwawasan hngkungan diperlukan perumusan kebyakan
operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan
dan pemulihan kualitas lingkungan yang dilakukan oleh sebuah badan;

bahwa sebagat tindak lanjut dan Keputusan Menten Dalam Negen
Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisast dan
Tatakerja Badan Pengendalian Dampak lingkungan Daerah, maka
petlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak
Lmgkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Nusa Tengpgara Timur ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Propinsi [Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur
tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendahan
Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa
Tenggara Timur.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemenntahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesaa Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
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Undang-undang Nomor 69 T'ahnre 1958 tentang Pembentukan Daerzh-
daerah lm" at H dalam Wilayah Daerah daersh fwgkat | Bab, Nusa
Venggara Barat dae Nusa Lenggam fimur (Lembaran Negar Republik
Indones:ma lahupn 1938 Nomoer 122, lambahan lembaran Negam
Repubhtk Indones:a Nomeor 1653} ;

L'ﬁdan-undnng Neomor 5 'tahun 1967 tentang  Ketentuan-ketentuan
Pokok Peternakan dor Kesehatan Hewnn (Lembaran Negarn Republik
Indonesia lzhun 1967 Nomoer 8, lambzhan lLembaman Negam
Repubhik Indenesm Nomer 28243

Undangundang Nomeor 11 tahun 1967 tenmmng  Ketentan-ketentuan

Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indones: "I2h

1967 Nomor 22, lambzhan Lembamn Nepama Repubbk Indonesa
y

Undang-undang Nomor 5 lahun 1976 tentang  Pokok pckok
kehutanan (Lembaran Negara Republk Indopessa Tahun 1976 Nomor
8.1 an Let 1 donesia Nomor 2823) ;

8, lambahan Lembaran Negam Republik Indonesta Nomor 2823)

5 ‘lIghun 1984 tentang Penndustran
{Lembaran Negara Repubbk indonesma lahun 1984 Nomor 22,
lambahan !embaran Negar Repubhk Indones: Nomer 3274}

Undang undang Nomor 9 12hun 1985 ¢

LEANSL

tang Penkanan {Lembamn
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Undang-undang Nomor 5 Izhun 1990 tentang Konservas: Sumber
Daya Alam Hayan dan Ekosistemnya (Lembarman Negarn Repubhk
Indones:z lzhun 1990 Neomor 49, Tambahan lembaran Negam

Undang-undang Nomor 9 lzhun 1990 tentang  Keparrvisataan
{l.embaran Negam Republk Indones:a lzhun 1990 Nomor 78,
tambahan Lemboran Negara Republik Indones Nomor 3427) ;

1. Undangundang Nomor 4 lahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesiz ‘izhun 1992
Nomer 23, lambahan Lembaren Megara Repubhk Indonesm Nomeoer
3469} ;

. Undang-undang Nomor 5 'lzhun 1992 tenmng Yendz Cagar Budayz
{Lembaran MNegara Republk Indonesiz lzhun 1992 Nomor 27,
lambahan | embaran Negara Republik Indonesiz Nomor 3170);
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Undang undang Nomor 14 ‘tahun 1992 tentang lah: lintas dan
Anglutan Jalan {Lembaran Negam Repubhk lndpnesm 1 ahua 1992
Nomoer 49; ‘{ambahan Lembaran Negam Republik Indonesa Nomor
3480);

. Undang-undang Nomoer 23 "Labhun 1992 tenting Keschatan { Lembaran
)

Negara Republk Indonesn lzhun 1992 Nomor 10¢, {ambahan
Lembaran Negara Republik indonesta Nomor 3995);

. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penatan Ruang

{Lembaran Negara Republik Indones:a 1ahun 1992 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesta Nomor 3501);

.Undang-vndang Nomor 23 Tahun 1997  tentang Pengelolaan

Lmglungan Hidup ({(l.embaran Negara Republik indonesia tahun 1997
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3699y ;

7. Peraturan  Pemenmtah Nomor 22 Tahun 1982 tentang 'fam

Pengaturan  Air (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1982
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negama Republik Indonesa Nomor
3225y,

Peraturan Pemermtah Nomor 39 Tahun 1985 tentang Perhndungan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1ahun 1985 Nomor 39,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonestz Nomor 32943 ;

. Peraturan  Pemerintzh Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinas:

fegmtan Instanst Vertkal 12t Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia fahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesta Nomor 3373} ;

. Peraturan Pemermtah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian

Pencemaran Air (Lembaran Negara Repubhk Indonesta Tahun 1990
Nomor 24, lambahan Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor
3409) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah Dengan ‘littk Berat Pada Daerah ‘l'ingkat 11
{Lembaran Negara Republik Indones:a Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republhik Indonesza Nomor 3487) ;

22 Peraturan Pemenntah Nomor 51 ‘Iahun 1993 tentang Amnaltsis

Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 84, ‘lambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 3538) ;
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. Peraturan  Pemerintah Nomor 12 ‘tzhun 1995 tentang Pengelolaan

Limbah Barang Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia ‘!zhun 1995 Nomor 24, 'lambahan lembaran Negam
Republik Indonesta Nomor 3993} ;

.Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tenting Badan

Pengendalian Dampak Lingkungan ;

. Keputusan  Menter: Dalam Negert Nomor 84 "lahun 1993 tentang

Bentuk Peratiran Daerah dan Peraturan Daerab Perubahan ;

Keputusan Mentenn Dalam Negent Nomor 98 Tahun 1996 tentang
Pedoman Pembentukan Organisast dan ‘latakerja Badan Pengendahan
Dampak Lingkungan Daerh ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 81 Tahun 1997 tentang

Pembentukan 8 (delapan) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah Tmgkat T ;

. Instruksi Mentenn Dalam Negen Nomor 11 Tahun 1997 tentang

Petunjuk Pelaksapaan Keputusan Mentenn Dalam Negert Nomor 98
Tzhun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisast dan Tatakerpa
Badan Pengendahan Dampak Lingkungan Daerzh.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinst Daerah I'mgkat |

Menetapkan:

Nusa Tenggara Timur,

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah mt yang dimaksud dengan -

2. Daerah adalah Propimnst Daerah Tmgkat I Nusa Tenggara Timur ;
b. Pemermtah Daerah adalah Pemerintah Propinst Daerah lingkat | Nusa 'lenggara

Tiour ;

c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubemnur Kepala Daerah I'mgkat | Nusa l'enggara

Tmmuar.
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d. Badan Pengendalmn Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalan
‘Dampak Lingkungan Daerzh Propmsi Daerah Tingkat T Nusa Tenggara Trmur yang
selanjutnya disebut BAPHEDALDA.

e. Anabsis Mengenar Dampak Lmgkungan selanpenya disebut AMID AL adalah kajuan
mengenai besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada
Lingkungan thdup yang dmperlukan bagr proses pengambilan Keputusan tentang
Penyelenggaraan Usaha dan Kegitan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
BAPEDAIDA dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah m1.
Pasal 3

BAPEDALDA adalah unsur pelaksana Pemenntah Daerah di bidang pengendalian

dampak hngkungan yang secara teknis dibma oleh Menten Negema Lingkungan

Hidup, secara umum dibma oleh Mentenn Dalam Negen dan secara operasional
dibina oleh Gubemur Kepala Daemh.

—
b
R

(2} BAPEDALDA dipmmpm  oleh seorang Kepala yang berada ¢t bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

BAPEDALDA  mempunyai tugas membantu Gubernur Kepala Daerah  dalam
melaksanakan pembmaan dan koordmast pelaksanaan pengendalian dampak hngkungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan aerah m1 BAPEIALIDA
mempunyai fungst :

a. peruinusan kebyaksanaan operasional pencegahan dan penaggulangan pencemaran,
kerusakan lingkungan dan pemulthan kuahtas ingkungan ;

b. koordmas: pelaksanaan pencegahan dan penangpulangan pencemaran, kerusakan
lingkungan dan pemulhan kualitas ingkungan ;

c. pengembangan program kelembagran dan peningkatan kapasitas pengendalian
dampak lingkungan ;

d. pelaksanaan pembmaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran,
kerusakan lingkungan dan pemubhan kualitas hngkungan ;

;,
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e. pembmazan dan pengendatian  tekns anahsis mengenat dampak ngkungan ;
f. pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lmgkungan |
g pelaksanaan tugas Sekretarat ;
h. pelaksanazan tugas lam yang dibentkan oleh Gubernur Kepala Daemah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6
Susunan Uig:xmsasi BAPEIDALIA terdir dart .
kepala ;
Sekretarat ;
Hidang Pengawasan dan Pengendalan ;

Bidang Pemantauan dan Pemuhhan ;
Kelompok Jabatan Fungsional.

o ap T

Pasal 7

-~
—
N

Sekretarat adalah unsur pembantu pimpiran dibidang pembmaan admimistras: ;

{2) Sekretarat dpmmpin oleh seorang  Sekretans yang berada dt bawah dan
bertangoungiawab kepada Kepala BAPEDALDA,

Pasal 8

Sekretariat mempunya  tugas membantu  Kepaln BAPEDALDA  dalam
melaksanakan pembmaan admmistrast yang mehputt pembimnaan ketatausahaan, kerumah
tanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan
admmustrattp . kepada  kepala BAPHDALDA dan semua unsur di Imgkungan
BAPEDALDA serta melakukan proses admmmistrasi penegakan peraturan perundang-
undangan di brdang lngkungan hidup.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah mt Sekretanat
mempunyai fungs: :

4. penyusunan program pengendalmn dampak hnghkungan dan penyusunan mformasi
lingkungan ;

b.  penyelenggaraan admmustrast dalam rangka penegakan pemturan  perundang-
undangan di bidang lmgkungan hidup ;

g
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Iﬁembmazm administrast yang melputt urusan  ketatausahaan, kepegawann,
perlengkapan, kerumahtangpeaan dan keuangan.

Pasal 10
Sekretariat terdirt dar
2. Sub Bagan Program ;
b. Sub Bagian Hukum ;
c. Sub Bagan Umum.
Pasal 11
(1) Sub Bagian Program mempunyn tugas menyiapkan bahan/data penyusunan
program pengendahan dampak ingkungan dan penyusunan mtormas: hngkungan.
(2} Sub Baguan Hulkum mempunya: tugas menyuapkan bahan peraturan perundang-
undangan, melakukan proses administrast penegakan peraturan perundang-undangan
di bidang kngkangan hrdup.
(3) Sub Bagmn Umum mempunyar tugas melakukan urusan ketatausahaan, keuvangan,

kepegawanan dan  kerumahtanggaan serta membertkan pelayanan  tekmss dan
admmustratp  kepada  Kepala  BAPEDALDA dan semua umt organmsast dt
lingkungan BAPEDALDA,

Pasal 12

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunya: tugas melaksanakan pengawasan,
pembmaas dan koordmast pengendalinn dampak heglungan,

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 12 Pematuran Daerah mi Bidang

Pengawasan dan Pengendalizn mempunyar fungs: :

a.

b.

e o

penyusunan  bahan kebyaksanaan operasional pengawasan dan  pengendalian
dampzk Imgkungan ;

pembinaan pengawasan pelaksanaan  pengendalan  dampak lingkungan dan
pengawasan tekms pelaksanaan AMIJAL

pembimaan pengembangan kelembagaan dan  kapasitas pengendaltan  dampak
hingkungan ;

pembmaan dan koordmas: pelaksanaan pengendalian pencemaran ;

pembmaan dan koordmast pelaksanaan pengendalan kerusakan hngkungan ;
pembmaan dan koordinast pertzinan pembuangan hmbah ;

y
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Pasal 14

Bidang Pengawasan dan Pengendalan terdirt dart :

a.

M

©

3)

)

Seksi Pengkajian dan Pembinaan ‘l'eknis Anahsis Mengena: Dampak Lingkungan
(AMDAL);

Seks1 Pengawasan dan Pengendahan Pencemaran;

Seks1 Pengawasan dan Pengendahan Kerusakan Lingkungan;

Seks1 Pembinaan dan Perizman.

Pasal 15
Seksi Pengkajian dan Pembinaan l'eknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) mempunyai tugas melaksanakan pengkajan dan pembmaan teknis
AMDAL..

Seks1 Pengawasan dan Pengendalan Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan, pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;

Sekst Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan pengendalian kerusakan hngkungan hidup;

Sekst Pembimaan dan Perzinan mempunya: tugas melaksanakan pembinaan dan
pembertan perizinan.

Pasal 16

Bidang Pemantauan dan Pemubthan mempunyat tugas melakukan pemantauan,

pencegahan, pencemaran hngkungan dan pemulthan kualitas lingkungan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 16 Peraturan Daerah 1 Bidang

Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungs: :

a.

b.
c

penyusunan bahan kebmjaksanaan operasional pengawasan dalam pencegahan,
pemantauan pelestarian serta pemulthan kualitas lingkungan ;

pembinaan dan koordinas: pelaksanaan pemantauan dan pencegahan pencemaran ;
pembmaan dan koordmasi pelaksanaan pemubhan kualitas hingkungan.

Pasal 18

Bidang Pemantauan dan Pemulthan terdin dan :

a0 o

Seks1 Pemantauan Kuahtas Lingkungan ;
Seks1 Pemulthan Kuahtas Lingkungan ;
Seksi Analisa dan Fvaluasi ;

Seks1 Peranserta Masyarakat.
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Pasal 19

(1) Sekst Pemantavan Kuabtas Lmgkungan mempunya tugas melaksanakan
pemantauan  kuaalitas lingkungan.

() Sekst Pemubhan Kualias Lmgkungan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
pemuithan kualitas lingkungan.

(3) Seks: Anahsa dan Hvaluast mempunya: tugas melaksanakan analisis dan evaluasi
pemantauan dan pemulthan kuahtas lingkungan.

(4) Seks: Peranserta Masyarakat mempunya: tugas melaksanakan pembinaan peranserta
masyarakat dalam melaksanakan pemantauan dan pemulihan kuahitas hngkungan.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyat tugas melaksanakan sebagman tugas tekmis
BAPEDAIDA sesum dengan bidang keahltan dan kebutuhan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 20 terdin dan
sejumlzh tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagr dalam berbagar
kelompok sesuat keahlannya.

2}  Kelompok Jabatan [ungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iny

dipmopm oleh seorang tenaga tungsional semor yang ditunjuk oleh Gubernur
Kepala Daerzh dan bertangpung jawab kepada Kepala BAPEDALDA,

(3) Jumiah Jabatan Fungsional sebagammana dimaksud pada ayat {1) pasal my, ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kena.

(4) Jems Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal my, diatur sesuar
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 1V
TATAKERJA
Pasal 22
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BAPEDALDA, Sekretaris, Para Kepala
Bidang Para Kepala Sub Bagunn dan Para Kepala Sekst wapb menerapkan prnsip
koordinasi, integrast dan sinkronisasi secara vertikal dan honsontal baik dalam kngkungan

masmg-masing maupun antara satuan orgamsast di Imgkungan Pemenntah Daerah dan
Instansi lain sesuat dengan tugas pokok masing-masing.

J_
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Pasal 23
Setap pimpman unit di hngkungan BAPEIDALIDA berkewajiban memimpin
bawahannya masing-masing dan membenkan bimbingan serta petunpuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan.
Pasal 24

(1} Settap pmmpman unit kerja di hngkungan BAPEDALDA wapb men;ampmkan
laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

2) Setap laporan vang diterima pimpman umt kerja dant bawahan wapb diolah dan
drpergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebth lanjut dan petunjuk kepada

hawahan.

(3) Setap laporan yang disampatkan wapb diberikan tembusan kepada pejabat lain yang
secara fungsional mempunyat hubungan kerja.

Pasal 25

(1) Dalam rmangka koordmas: dan pembeman bimbingan kepada bawahan, setiap
pmmpman umt kerja mengadakan rapat berkala.

(2) Setap pumpman unit kerja wapb mengawast bawahannya dan mengambi langkah-
langkah yang diperlukan apabila temad penyrmpangan.

(3) Bagan Struktur  Orgamisast  dan Tatakerja BAPHIDALIDA adalah sebagaimana
tercantum  pada Lampman Peraturan Daembh mi yang merupakan bagan tdak
terpsahkan dan Peraturan Daerah mi1.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Hal-hal yang belum dmatur dalam Peraturan Daerah in1 akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Dengan berlakunya Peraturan Daerah i, maka Peraturan Daerah Propmsi
1aerah 1mgkat | Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tz2hun 1992 tentang Organisasi dan

Tatakerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur perlu ditinjau
kembah.

Z
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah m mula1 berlaku pada tanggal drundangkan.

Agar supaya setap orang dapat mengetahumnya memenntahkan pengundangan Peraturan
Daerah 1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propimnsi Daerah Tingkat 1

Nusa l'enggara I''mur.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 25 Nopember 1997

_DEWAN PERWAKILAN RAKYAT aQ/ GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | #’
éegéﬂfmm NS\ DAERAH TINGKAT | . “iroay, NUSA TENGGARA TIMUR
TENGGARA TIMUR ¢ 42—

RUS SOLIWOA HERMAN MUSAKABE

2ol

Disahkan oleh Mentert Dalam Negen
dengan Keputusan Nomor ..... ... tanggal ...

Diundangkan dalam lLembaran Daerah Propinsi Daerah I'ingkat |
Nusa Tenggara Timur
Nomor... ... tangpal .......... Seri 1) Nomor ........

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH,
IR. SABINUS KANTUS

PEMBINA UTAMA
NIP. 620005096
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT i
NUSA TENGGARA TIMUR

A. PENJELASAN UMUM.

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
dan mutu hidup masyarakat. ~ Proses pembangunan disatu pihak menghadapi
permasalahan bertambahnya jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan yang tingg,
sementara dilain pithak ketersediaan sumber daya alam terbatas. Kegiatan pembangunan
dan jumlah penduduk yang meningkat dapat mengakibatkan tekanan terhadap
sunberdaya alam . Terlaksananya  pembangunan berwawasan lngkungan  dan
terkendalmya pemantaatan sumberdaya alam secara byjaksana merupakan tujuan utama
pengelolaan lingkungan. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, semakm
meningkat pula resiko pencemaran dan perusakan lingkungan. Hal semacam mi
merupakan beban sosial karena pada akhirnya masyarakat dan pemenntah yang harus
menanggung beban pemulithannya. Oleh karena itu sejak awal perencanaan usaha atau
kegiatan sudah harus memperkirakan perubahan lingkungan , baik yang menguntungkan
maupun yang merugikan sebaga akibat diselenggarakannya usaha atau keguatan
pembangunan dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemenntah memandang pertu mengambil
tindakan yang lebith konknt dalam upaya mengendalikan dampak lngkungan. Salah satu
tindakan yang telah diambil oleh Pemenntah adalah menetapkan Keputusan Presiden
Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendahan Dampak Lingkungan. Dalam
Keputusan Presiden tersebut, pada intinya mengatur perlunya dibentuk Lembaga
Khusus yang mampu mengendalikan dampak lingkungan dengan efektif dan langsung
pada sumber permasalahannya. Atas dasar Keputusan Presiden tersebut, maka ditetapkan
Keputusan Mentenn Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Daerah. BAPEIDDALDA adalah satu-satunya lembanga struktural di tingkat aerah yang
dapat memiliki kapasitas teknis untuk melaksanakan fungsi dan tugas pengendalian
dampak hngkungan. Atas dasar pertimbangan tersebut serta demi menjaga kelangsungan
pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah memandang perlu mengadakan penataan
kelembagaan daerah, agar permasalahan dampak hngkungan dapat ditangani secara lebih
dini dan proposional.

|
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BAPEDALDA ‘merupakan Lembaga Otonom atau Lembaga Desentralisasi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah. Badan mi1 secara
opersional akan melaksanakan fungsi dan tugas di bidang pengendalian dampak
lingkungan, agar lebith mewujudkan otonomu daerah yang nyata, selaras dan bertanggung
jawab. BAPEDALDA secara operasional mengantisipast dan membenkan respon yang
cepat terhadap permasalahan dampak lingkungan yang timbul di daerah, karena
BAPEDALDA merupakan bagian dani birokrast pemerintahan, disamping melaksanakan
tugas operasional pengendalian dampak lingkungan juga dapat melaksanakan fungsi
pemerintahan lainnya, termasuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan
dan pelayanan umum di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan-perttmbangan tersebut duatas maka
perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 sampai dengan 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 :
butira : Rumusan  pencegahan penanggulangan pencemaran dan pemulithan
kualitas lingkungan adalah upaya pengendalian secara biaksana
pemanfaatan sumberdaya alam perlu disertar dengan memperhatikan
aspek-aspek antara lam penghematan, daya guna, hasilguna dan daur ulang,
butir b sampai dengan d : Cukup jelas.
butir ¢ : Analisis Mengenai 1Dampak Lingkungan terdint dar:
Kerangka Acuan ;
Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) ;

Rencana Pengelolaan L.mgkungan (RKL) ;
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ;

/e oe

Yang dimaksud dengan “Kerangka Acuan™ adalah ruang lhingkup
studi rencana usaha atau kegmtan yang telah disepakati antara
Komisi dengan pemrakarsa untuk dilaksanakan di dalam studi
analisis dampak lingkungan.

Yang dimaksud dengan “Analisis Dampak Lingkungan™ adalah
dokumen hasil penelaahan secara mendalam dampak penting.

o
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Yang dimaksud dengan “Rencana Pengelolaan lLingkungan™ adalah
dokumen upaya penanganan dampak Imgkungan dan hasil studi
anahsis dampak kngkungan.

Yang dimaksudkan dengan “Rencana Pemantauan lLmgkungan™
adalah dokumen upaya pemantanan dampak lngkungan dan hasd
- rencana pengelolaan  lingkungan berdasarkan analisis dampak
hngkungan untuk mengawasi tingkat ketaatan pada pelaksanaan.
butir f : Cukup jelas.

Pasal 6 sampai dengan pasal 29 : Cukup jelas.
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